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ABSTRAK

Permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan tidak efektif, Kesulitan dalam melakukan pembayaran
atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun dan Retribusi yang dilakukan belum mencapai target
retribusi yang ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-
kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan) cukup
baik hal ini dapat dilihat dari indikator kejelasan sudah baik. Indikator konsisten kurang baik. indikator
kemampuan pelaksana sudah baik. Sumberdaya finansial sudah baik. Sarana dan prasarana dalam penerapan
yang dilakukan sudah baik. Indikator komitmen pelaksana kurang baik. Indikator sikap petugas sudah baik.
Indikator SOP sudah baik. Indikator koordinasi kurang baik. Faktor penghambat adalah kesulitan dalam
melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak
memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana
melakukan tagihan retribusi, adanya pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas
melakukan penagihan retribusi dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan. Saran kepada Kepala
Bagian Umum agar membangun komunikasi kebijakan yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok
sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran dari kebijakan retribusi rumah dinas dapat di capai sesuai dengan
yang diharapkan.

Kata Kunci : Retribusi, Rumah Dinas Kabupaten Balangan

ABSTRACT

Problems with ineffective supervision, difficulties in making payments or decreased awareness of payments
and levies made have not reached the specified levy targets. This research method uses a qualitative approach
with a descriptive-qualitative type. The results of research on the implementation of Regional Regulation
Number 6 of 2013 concerning Levy for the Use of Regional Wealth in Balangan Regency (Case Study of the
Balangan Regency Official House) are quite good. This can be seen from the good clarity indicator. Consistent
indicators are not good. indicators of implementing capacity are good. Financial resources are good. The
facilities and infrastructure for implementation are good. Indicators of implementing commitment are not
good. The officers' attitude indicators are good. SOP indicators are good. Indicators of poor coordination.
Inhibiting factors are difficulties in collecting levies, levy collection is not well managed and payments do not
meet targets. Meanwhile, the supporting factors are compliance with regulations, the presence of implementing
officers carrying out levy billing, the existence of financial managers of official residence levies, the existence
of supporting officers carrying out levy collection and levy collection in accordance with the regulations.
Suggestions to the Head of the General Department to build good policy communication between policy
implementers and policy target groups so that the goals and objectives of the official residence levy policy can
be achieved as expected.
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PENDAHULUAN

Memenuhi pembiayaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan kegiatan daerah dapat di
peroleh dari hasil daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang
mampu dilaksanakan yaitu pajak, retribusi dan kekayaan daerah lainnya, peningkatan pendapatan
daerah tidak terlepas dari kerja keras kedua anggota legislatif yaitu bupati dengan DPRD beserta
dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan cara pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa menghilangkan identitas mereka.

Pengelolaan retribusi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan suatu
tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di
peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan retribusi
tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan
daerah setempat.

Perbub dan Perda dalam pengelolaan retribusi ini adalah agar pemerintah mampu mengarahkan
aparat-aparat retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu meningkatkan pegawasan
terhadap pengelolaan retribusi, memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau poster yang
menyangkut retribusi pasar agar kesadaran membayar retribusi pasar semakin meningkat, serta
pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar masyarakat senantiasa
membayar.

Peran Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan pengurusan rumah tangga daerah, khusus
dalam pendapatan daerah perlu di perhatikan keberadaannya, sarana dan prasarananya pasar,
kedisiplinan dan kejujuran aparatur daerah dan partisipasi masyarakat terhadap retribusi, Dengan
demikian penerimaan pendapatan daerah semakin meningkat.

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengelola retribusi pemakaian kekayaan
daerah, yang mana jenis retribusi tersebut adalah:

Gedung Bangunan

Lapangan

Rumah Dinas

Tanah

Frame Reklame

Peralatan Mesin Pertanian

Alat-Alat Berat

Wisma, dan

Kekayaan daerah lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi dilapangan dapat
dikatakan bahwa pengelolaan retribusi bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah
setempat pasalnya masih banyak permasalahan yang ada, hal ini terlihat dari permasalahan adalah:
1. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif, dimana retribusi Rumah Dinas tidak terkelola dengan

baik, banyaknya pembayaran yang tidak memenuhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan
seringnya pengguna Rumah Dinas yang bepergian keluar kota sehingga dalam tagihan retribusi
tertunggak dan tidak mencapai dalam realisasi yang ditargetkan, ada 42 buah Rumah Dinas yang
ada pada Perumahan Garuda Maharam, dimana Rumah Dinas Tersebut mempunyai 5 Blok, setiap
blok mempunyai besaran sesuai dengan tipe rumah, Blok A, B dan C tarif Rumah Dinas Sebesar
Rp. 250.000,- sedangkan Blok D dan E sebesar Rp. 200.000,-, dimana dalam realisasi yang didapat
tiap bulannya hanya mencapai 60% dalam pembayarannya. (Sumber : Retribusi Rumah Dinas
Garuda Maharam, 2023)

2. Kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun, dari
tiga bulan terakhir retribusi Rumah Dinas pada Garuda Maharam mengalami penurunan hal ini
dikarenakan masih banyaknya oknum atau orang terdekat dengan pejabat sehingga retribusi dirasa
kurang penting dalam pembayarannya. (Sumber : Pendapatan Retribusi, 2023).

1. Retribusi yang dilakukan belum mencapai target retribusi yang ditentukan, yang mana retribusi
tersebut selalu tidak tercapai dalam perolehannya
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METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Balangan yang bertempat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Paringin Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana
peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan
secara jelas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan
menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan
sistematis terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan).
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data
diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul
kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan
kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan,
tringulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan membercheck.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah
kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah
dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan
baik.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak
kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat
dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan sudah
baik yang mana peraturan Daerah tentang retribusi Rumah Dinas dalam peraturan tersebut sudah jelas
dalam penerapannya, dimana dikatakan dalam penggunaan Rumah Dinas tarif biaya perbulan sesuai
dengan Jabatan Pegawai.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa konsisten kurang
baik yang mana kesulitan dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran yang
menurun, dari tiga bulan terakhir retribusi Rumah Dinas pada Garuda Maharam mengalami
penurunan, hal ini berdampak akan perolehan dalam pendapatan daerah pada tiap tahunnya.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kompetensi
implementor sudah baik yang mana petugas pelaksana melakukan penagihan yang tepat pada setiap
bulannya yang sesuai dengan waktu pembayaran pada Retribusi Rumah Dinas tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumberdaya finansial sudah baik
yang mana adanya pengelola keuangan oleh pegawai dalam penerapan yang dilakukan terkait
retribusi rumah dinas tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Sarana dan
prasarana dalam penerapan yang dilakukan sudah baik karena adanya sarana yang memfasilitasi
dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Kabupaten Balangan, seperti adanya sarana yang dipakai pelaksana dalam pemungutan
retribusi rumah dinas tersebut.
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Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,
kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor
tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksana kurang
baik, yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif, dimana retribusi Rumah Dinas tidak
terkelola dengan baik, banyaknya pembayaran yang tidak memenubhi target tiap bulannya, hal ini
dikarenakan seringnya pengguna Rumah Dinas yang bepergian keluar kota sehingga dalam tagihan
retribusi tertunggak dan tidak mencapai dalam realisasi yang ditargetkan, ada 40 buah Rumah Dinas
yang ada pada Perumahan Garuda Maharam, dimana dalam realisasi yang didapat tiap bulannya
hanya mencapai 60% dalam pembayarannya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sikap petugas sudah baik yang
mana petugas setiap bulannya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan menurut Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana Retribusi
dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal
ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk
beberapa bagian kekuasaan).

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa SOP sudah baik yang mana
petugas melakukan penagihan retribusi rumah dinas sesuai dengan surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
Surat Setoras Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi kurang baik yang mana
banyaknya pembayaran yang tidak memenubhi target tiap bulannya, hal ini dikarenakan tidak adanya
koordinasi yang dilakukan oleh Dinas kesehatan, Dinas pendidikan, Dinas pertanian dan Dinas
perhubungan.

Faktor penghambat adalah kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak

terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung
adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana melakukan tagihan retribusi, adanya
pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas melakukan penagihan retribusi
dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Kabupaten Balangan)
cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator kejelasan sudah baik yang mana sudah jelas dalam
penerapannya. Indikator konsisten kurang baik yang mana kesulitan dalam melakukan pembayaran
atau kesadaran dalam pembayaran yang menurun. indikator kemampuan pelaksana sudah baik yang
mana petugas pelaksana melakukan penagihan yang tepat pada setiap bulannya. Sumberdaya
finansial sudah baik yang mana adanya pengelola keuangan oleh pegawai dalam penerapan yang
dilakukan terkait retribusi rumah dinas tersebut. Sarana dan prasarana dalam penerapan yang
dilakukan sudah baik karena adanya sarana yang memfasilitasi. Indikator komitmen pelaksana kurang
baik, yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Indikator sikap petugas sudah baik yang
mana petugas setiap bulannya menjalankan sesuai. Indikator SOP sudah baik yang mana petugas
melakukan penagihan retribusi rumah dinas sesuai dengan surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi.
Indikator koordinasi kurang baik yang mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Faktor
penghambat adalah kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi, penagihan retribusi tidak
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terkelola dengan baik dan pembayaran yang tidak memenuhi target. Sedangkan faktor pendukung

adalah sesuai dengan peraturan, adanya petugas pelaksana melakukan tagihan retribusi, adanya
pengelola keuangan retribusi rumah dinas, adanya penunjang petugas melakukan penagihan retribusi
dan penagihan retribusi yang sesuai dengan aturan.
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